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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang maha Esa bahwa penerbitan “Bukue Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi dan Xantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota” (disempurnakan) dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana.

Struktur Organisasi Kanwil dan Kandep Agama
Kab/Kota telah dituangkan dalam KMA Nomor 373 tahun
2002 dan telah disempumakan dengan KMA Nomor 511
Tahun 2002 adalah merupakan penjabaran Keputusan Presiden
Ri Nomor 49 tahu 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Departemen Agama dan disusun berdasarkan persetujuan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor
217/m.PAN/8/2002 tanggal 13 Agustus 2002,

Adapun dasar pemikiran yang digunakan dalam
penyempurnaan  Struktur Organisasi Instansi  Vertikal
Departemen Agama Adalah :

I. Struktur Kanwil dan Kandepag yang ditetapkan dengan
KMA No. 45 tahun 1981 sudah berusia 21 tahun dan sudah
banyak terjadi perubahan dan perkembangan.

2. Struktur Organisasi Departemen Agama Pusat telah
mengalami perubahan dengan KMA No. 1 tahun 2001,
sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian Struktur
Organisasi Kanwil dan Kandepag di daerah.

3. Adanya ketentuan Undang - Undang nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 7 ayat (1) mengatakan
bahwa agama adalah salah satu dari 5 bidang yang tidak
termasuk diotonomikan dan untuk melakukan penyesuaian
dengan perubahan sistem pemerintahan daerah tersebut
perlu dilakukan penyempurnaan organisasi Instansi
Vertikal Departemen Agama.




Beberapa  prinsip  yang  digunakan dalam
penyempurnaan  struktur  organisasi  instansi  vertikal
Departemen Agama, antara lain :

l. Penyederhanaan tipologi Kanwil dan Kandep menjadi
masing-masing 3 tipologi dengan pengembangan variabel
dari setiap tipologi sesuai dengan kondisi pelayanan
kehidupan beragama pada setiap daerah.

2. Jumlah unit dan besaran organisasi pada umumnya tidak
mengalami perubahan, namun yang dilakukan hanyalah
penyesuaian nomenkiatur dengan rumusan tugas pokok
dan fungsi satuan organisasi di lingkungan Deparlemen
Agama Pusat (termasuk menampung tugas-tugas jabatan
struktural eselon V yang dihilangkan berdasarkan ketentuan
PP Nomor 100 tahun 1999 yang selanjutnya dialihkan
kedalam jabatan fungsional Penyuluh Agama)

Demikianlah, semoga dengan struktur organisasi
Instansi Vertikal yang baru, yang tertuang dalam buku ini
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam
rangka peningkatan pelaksanaan tugas organisasi di lingkungan
masing-masing dan berguna sebagai informasi bagi pihak-
pihak yang memerlukan.
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PENGARAAN MENTERI AGAMA
PADA ACARA SOSIALISASI KMA 373 TAHUN 2002
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERIA INSTANSI
VERTIKAL DEPARTEMIEN AGAMA

Assalamualaikum We, Wb,

Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa berkat rehmat dan
karuniaNya pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti acara
sosialisasi Kepufusan Menteri Agama Nomer 373 Tahun 2002
teritang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agaria Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
seluruh Tndonesia.

Keputusen Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002  tersebut
ditandatangani dengan mengambil momentum tanggal 16
Agustus 2002 yang baru lalu dengan harapan agar momentum
perubahan struktur organisasi Kanwil dan Kandep tersebut
mempunyai nilai historis dan dopat tnemberi szmangal baru
dalam rangka_peningkatan pelaksanaan tugas kita dimasa yang
akan datang.

Hasil restrukturisasi organisasi Kanwil dan Kandep Kabupaten/
Kota tersebut sudah cukip lana ditunggu cleh aparat kita
didaerah, karena strukiur organisasi Kanwil dan Kandep yang
diatur dengan KMA Nomor 45 Tahun 1981 telah berusia 21
tahun don disamping itu strultur organisasi Departemen Agaima
Pusat telah. diubak dengan KMA Nomor 1 Tahun 200! yang
mengakibatkan strukiur erganisasi Kanwil dan Kandep yang ada,
tidak menyainbung lagi dengan steuktur dan fugas organisasi di
lingkungon Departeinen Agume Pusat. Disemping itu struktur
Karwil dan Kandep fersebut sudalh banyek yang ketinggalun
sebagai ukibat dari telah banyak terjedinya perkembangan dan
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perubahan lingkungan strategis dari sistem administrasi
pemerintahan di daerah.

Dari segi historis Departemen Agama sebagai organisasi dalam
pemerintahan negara didirikan tanggal 3 Januari 1946 dengan
Penetapan Pemerintah Nomor 1/5D tahun 1946, Adapun
susunan organisasi Departemen Agama yang perfama kali,
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1185/KJ
tahun 1946, Sedangkan organisasi instansi vertikal Dep. Agama
di daerah awal pembentukannya berdasarkan PP 33 Tahun 1949
dengan susunan organisasi Kantor Agama Daerch, meliputi
Kantor Kepenghuluen Kawedanan, Kantor Kenaiban Kecamatan,
Kantor Inspeksi Pendidikan Tingkat Provinsi dan Tingkat
Kabupaten/Karesidenan,

Organisasi Instansi Vertikal Dep. Agama telah Um_umﬁ%n‘xn:

mengalami perubchan yaituy :

I.  Perubahan yang pertama dengan KMA Nomor 9 tchun
1952 dengan menggunakan sistem Holding Company
(organisasi yang masing-masing berdiri sendiri di daerah)
yang dikenal dengan Nomenklatur Jawatan {(urusan Agama,
pendidikan Agama, penerangan Agama dan Biro Peradilan
Agama).

IT. Dengan KMA Nomor 91 Tahun 1967 Instansi Vertikal
Departemen Agama mengalami perubahan  dengan
menggunakan Sistem Integrited Type (pola penyatuan)
dengan penggunaen nomenklatur Perwakilan Departemen
Agama baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten.

III. Pada tahun 1971 dengan KMA Nomor 53 Tahun 1971
organisasi  instensi  vertikal  Departemen  Agama
menjalankan perubahan nomenkiatur dari perwakilan
menjadi Kanwil Departemen Agama untuk tingkat Proivinsi
dan  Kantor Departemen Agama untuk  tingkat
Kebupaten/Kota,

IV. Pada tahun 198! dengan KMA Nomor 45 tahun 1981
dilakukan penataan tipelogi Kanwil dan Kandep sesuai
dengan kepentingan pelayanan terhadap umat beragama
pada suatu daerah. :

V.  Perubshan yang kita lakukan saat ini adalah merupakan
periode ke V dengan menggunakan 7 prinsip dan kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 49 tahun
2002, yaitu;

1. Prinsip-prinsip Organisasi Pemerintah;

2. Karakteristik lembaga den/atau pelayanan pemerintah
terhadap suatu agama;

3. Jumlah penduduk dan pemeluk agama;

4. Luas wilayah dan kondisi geografis;

5. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung:

6. Jumlah lembaga keagamaan yang dibing;

.7. Kebergdaan dan jumlah jabatan fungsional dalam
rangka penetapan prinsip organisasi yang ramping
struktur dan kaya fungsi. .

- Disamping itu penyempurnaan organisasi Kanwil ‘dan Kandep

yang dituangkan dalam KMA 373 Tahun 2002 ini dilakukan
dengan tetap memperhatikan konsistensi baik struktur maupun
tugas dan fungsi satuan organisasi Kanwil dan Kandep yang
terdapat dalam KMA 45 Tchun 1981

Beberapa paradigma baru dan harapan dari proses
restrukturisasi organisasi instansi vertikal Departemen Agama
adalah:

Pertama: Dengan adanya perubahan strukiur organisasi yang
baru ini, Departemen Agama sebagai salah satu dari
5 Departemen yang tidak diotonomikan, diharapkan
dapat mendorong tumbuhnya semangat baru
sehingga lebih mampu berkiprah dalam rangka
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meningkatkan citranya dalam era reformasi yang
penuh dengan dinamika dan tantangan perubahan
yang terus berkembang dalam pembangunan bangsa
dan negara dewasa ini. Tidak ada artinya bagi
sebuah organisasi yang hanya secara formal telch
berubah struktur yang dalam proses penyusunannya
berisi banyak hal yang berkaitan dengan ide dan
paradigma baru sehubungan dengan adanya berbagai
fantangan dan tuntuten baru dibidang pengembangan
kehidupan beragama, akan tetapi tidek membawa
dampak perubahan terhadap peningkatan pelaksana-
an tugas organisasi tersebut dilapangan atau dengan
perkataan lein Descin organisasi yang baik akan
teruji pada tingkat aplikasi pelaksanaan tugas
organisasi tersebut dilapangan. _
Sehubungan dengan hal tersebut, saya minta agar
dengan semangat organisasi yang baru dapat
meningkatkan pelaksanaan visi dan misi Departemen
Agama yang telah dijabarkan dalam Keputusen
Menteri Agama Nomor 397 Tahun 2002 tentang Tri
Program inti Departemen Agama, yaitu:
1. Terwujudnya  masyarakat  yang  agamis,
berperadaban luhur, berbasiskan hati murni yang
disingri oleh ajaran agama.

2. Terhindarnya perilaku radikdl, ekstrim, tidak

toleran dan eksklusif dalam kehidupan beragama,
sehingga terwujud masyarakat yeng rukun dan
damai dalam kebersamaan dan keteniraman.

3. Terbinanya  masyarckat _agar  menghaya¥i,
mengamalkan ajaran cgama dengan sebenar-
benarnya mengutamakan persamaan, menghormati
perbedaan melalui internalisasi ajaran agama.

Kedua:

Ketiga:!

Dari segi struktur organisasi instansi vertikal
Departemen Agama tidak mengalami kenaikan eselen
maupun penambahan besaran organisasi yang ada.
Hal ini sebenarnya tidak berimbang dengan
perkembdngan organisasi daerah otonom dan
‘kebutuhan tfuntutan dan fantangan pelaksanaan
tugas yang semckin meningkat dan ferus
berkembang kearah yang kemplek, ditambah pula
dengan kondisi pegawai yang makin berkurang serta
dana dan sumber daya lain yang semakin terbatas.
Dengan demikian maka dimasa yang akan datang kita
harus siap bekerje dengan struktur organisasi yang
makin ramping dan sumberdaya yang makin kecil dan
terbatas dengan beban tugas dan tuntutan
masyargkat yang semakin luas, makin beret dan
makin kotnplek.

Sehubungan kedua hal yang saya sebutkan diatas,
maka tidak ada pilihan lain yang dapat ditempuh
melainkan meningkatkan kualitas pengeleolaan sistem
organisasi dan SDM sehingga sarana dan prazarana
dimiliki orgenisasi dapat dimanfaatkan secara
maksimal untuk keberhasilan pelaksanaan tugas
organisasi yang feloh ditetapkan. Untuk itu delam
tata kerja setiap satuan organisasi telah ditetapkan
perlunya setiop aparat pimpinan organisasi bekerja
dengan visi don misi yang jelas, serta meningkatkan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja
secarg sinerjik baik intern maupun ektern dengan
aparat PEMDA, serta melakukan perubchan
paradigma dari fungsi menguasai kepada fungsi
melayani dan memberdayakan potensi masyarakat
yang ada.
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Keempat: Walaupun Departemen Agama tidak termasuk
Departemen yang diotonemikan, namun karena Kanwil
dan Kandep Agame adalah organisasi  yang berada
ditengah-tengah  instansi  pemerintch  daerah
otonom, maka kepada seluruh aparat Departemen
‘Agama baik di Pusat maupun di Daercgh harus melak-
sanakan tugas dan fungsinya mengikuti irama dan
kondisi otonomi, sehingga tidak terhempas dan
tertinggal menyendiri ditengah-tengah arus era
disentralisasi yang kini sedang berkembang.

Kelima:  Kepada setiap pejabat eselon T dan II Departemen
Agama Pusat dan Kepala Kanwil Departemen Agama
diminta untuk menindaklanjuti KMA ini berikut
peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan
Keppres selambat-lambatnya 6 bulan terhitung
tanggal penetapan KMA ini. -

Demikian pengarahan saya dan saya ucapkon
terimokasih kepada Saudara-saudara yang teloh bekerja
dengan sungguh-sungguh melakukan penataan organisasi instansi
vertikal Departemen Agama ini, terutama Tim dari Kantor
MENPAN, MENSEKAB, Ditjen Anggaran Dep. Keuangan, BKN
dan instansi lain yang terkait, semoga amal baik Saudara
mendapat balasen yang setimpal di sisi Allah SWT,

Terima kasih,

viil

[

DAFTAR IS1
KATA PENGANTAR ............
PENGARAHAN MENTERI AGAMA ......coiiiiiinicimcinnneee,

A. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA Ri NOMOR 373
TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSE DAN KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN/KOTA
(disempurnakany .....c..ccccoimieeeiiiinn s e

Bab | : Kantor Wilayah Dep. Apama Provinsi ............
Bab 11 : Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota .............
Bab II1  : Ketentuan Peraliban ........c.ovevvvvenivnninrvannnnan

Bab IV ; Ketentuan Penutup ....ccoonvvrersiireriercinainen,

B, LAMPIRAN-LAMPIRAN

.. .—..vauom:ns:»o-.i:n%mrcm_u..»wn:.m131:&..:.::
I, Tipologi Kandepag Kab/Kota ....coocviiiiamaiiicnninnnin,
Mi. Metrik Tipologi dan Susunan Organisasi Kanwil
Departemen Agama Propinsi c..ecccvvoiiiiciiiiisnivananen
1V, Metrik Tipologi dan Susunan Organisasi Kandepag
Kabupaten/Kota ......coconiviiinnrccicrvevncrmnernnscsnsiane.
V. Bagan Orpganisasi Kanwil Dep. Agama Provinsi
VY1, Bagan Organisasi Kandepag Kabuaten/Kota .............
VIi. Keppres RI Nomor 49 Tahun 2002 ......
VIII. Kepres RI Nomor 85 Tahun 2002 (perubahan) ..............

fii

ix

39
67
68

70
n

79

80
81
91
139
150



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 373 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISAS| DAN TATA KERJA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI DAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN /KOTA

(DISEMPURNAKAN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2002
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organi-
sasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen
Agama dipandang perlu mensetapkan organisasi dan
tata kerja Kantor Wilayah Depariemen Agama
wuqos:mm dan Kantor Departemen Agama Kabupaten
Kofta.

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenang-
an, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departe-
men yang telah diubah dengan Keputusan Presi-
den Nomor 45 Tahun 2002;

2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | De-
partemen yang telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
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3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal De-
partemen Agama,

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenang-
an, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departe-
men Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun
2002 tentang Pokok-Pokok Organisasidan Tata
Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Pro-
vinsi dan Kantor Departemen Agama Ka-
bupaten/ Kota.

Memperhatikan :  Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam Surat Nomor: 217/M.PAN/8/

2002 tanggal 13 Agustus 2002
MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTER! AGAMA TENTANG OR-
GANISAS| DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI, DAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN / KOTA
(DISEMPURNAKAN)

Menetapkan

2 Oriaker Kanwif & Kandep

BAB |
KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi adalah instansi verti-
kal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 2

Kantor Witayah Departemen Agama Provinsi mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam
wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan visi. misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan
dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di
provinsi; _

b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan, masyarakat Islam, pela-
yanan hajidan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidik-
an agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama
[slam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan
agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen,
Katolik, Hindu dan Budha sesuai peraturan perundang-undangan;

¢. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi
dan informasi;
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pembinaan kerukunan umat beragama,

pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
program;

pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi
terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas
departemen di provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 1 terdiri dari:

~T @meaocop

S, ¢

3—=

moTOD

Bagian Tata Usaha;

Bidang Urusan Agama islam;

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji;
Bidang Penyelenggaraan Haiji,Zakat, dan Wakaf;

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,
Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Umum;

Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren;

Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pember-
dayaan Masjid,;

Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan
Agama Istam pada Masyarakat, dan Pemberdayaan Masjid;
Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
Bidang Urusan Agama Kristen;

Bidang Pendidikan Agama Kiristen,

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen,

Bidang Urusan Agama Katolik;

Bidang Pendidikan Agama Katolik;

Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik;

Bidang Urusan Agama Hindu;

4 Ortaker Kanwil & Kandep
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Bidang Pendidikan Agama Hindu,

Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
Pembimbing Zakat dan Wakaf;
Pembimbing Masyarakat Kristen;
Pembimbing Masyarakat Katolik;
Pembimbing Masyarakat Hindu;
Pembimbing Masyarakat Budha,
Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Kantor

Wilayah Departemen Agama Provins| dilakukan dengan memperhati-
kan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria se-
bagai berikut:

a.
b.

@™o on

(1)

{2)

prinsip-prinsip organisasi;

karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap
suatu agama;

jumlah penduduk dan pemeluk agama,;

uas wilayah dan kondisi geografis;

peraturan perundang-undangan yang mendukung;

jumlah lembaga keagamaan yang dibina;

keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

Pasal 6

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi sebagaimana ter-
sebut pada Pasal 4 terdiri dari 3 (tiga) tipologi, yaitu tipologi i, Il
dan Il

Tipologi | terdiri dari tipologt I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, dan I-F:
a. TipologiI-A terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha;

2} Bidang Urusan Agama |slam;

3) Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf;
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4) Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Umum;

5) Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren;

6) Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan
Pemberdayaan Masjid;

7) Pembimbing Masyarakat Kristen;

8) Pembimbing Masyarakat Katolik;

9) Pembimbing Masyarakat Hindu;

10) Pembimbing Masyarakat Budha;

11} Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tipologi I-B terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha;

2) Bidang Urusan Agama Islam;

3) Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf;

4) Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama islam pada
Sekolah Umum;

5) Bidang Pendidikan Keagamaan, Fondok Pesantren,
Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat, dan Pember-
dayaan Masjid;

6) Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;

7} Pembimbing Masyarakat Katolik;

8) Pembimbing Masyarakat Hindu,

9) Pembimbing Masyarakat Budha;

10) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tipologi I-C terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha,;

2) Bidang Urusan Agama Islam;

3) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

4) Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama [slam pada
Sekolah Umum;

5) Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pen-
didikan Agama Islam pada Masyarakat, dan Pemberda-
yaan Masjid;

6) Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
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7) Pembimbing Zakat dan Wakaf;
8) Pembimbing Masyarakat Kristen;
9) Pembimbing Masyarakat Katolik;
10) Pembimbing Masyarakat Budha;
11) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tipologi I-D terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha,;

2) Bidang Urusan Agama {slam dan Penyelenggaraan Haji;

J) Bidang Kependidikan Agama [slam dan Pemberdayaan
Masjid,

4) Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;

5) Bidang Urusan Agama Katolik;

8) Bidang Pendidikan Agama Katolik;

7) Pembimbing Zakat dan Wakaf;

8} Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha;

9} Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Tipologi |-E terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha;

2) Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haiji;

3) _,m\_Em.ﬁ% Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan
asjid;

4) Bidang Urusan Agama Kristen;

5) Bidang Pendidikan Agama Kristen,

6) Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik;

7) Pembimbing Zakat dan Wakaf,

8) Pembimbing Masyarakat Hindu;

9} Pembimbing Masyarakat Budha;

10} Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Tipologi |-F terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha;

2) Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji;

3) Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Umum;
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4) Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren,
Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat, dan Pember-
dayaan Masjid;

5) Bidang Urusan Agama Kristen;

6) Bidang Pendidikan Agama Kristen;

7) Pembimbing Zakat dan Wakaf;

8) Pembimbing Masyarakat Katolik;

9) Pembimbing Masyarakat Hindu;

10) Pembimbing Masyarakat Budha,;

11) Kelompok Jabatan Fungsional.

logi Il terdiri dari:

Bagian Tata Usaha;

Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji;
Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan
Masjid;

Bidang Urusan Agama Hindu;

Bidang Pendidikan Agama Hindu;

Pembimbing Masyarakat Kristen;

Pembimbing Masyarakat Katolik;

Pembimbing Masyarakat Budha;

Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Tipologi 11l terdiri dari tipologi HI-A, 1lI-B dan Ii-C:
a.

Tipologi 1-A terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha,

2) Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara-
an Haji;

3) Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Umum;

4) Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren,
Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat, dan Pember-
dayaan Masjid,

5} Pembimbing Masyarakat Kristen,

6) Pembimbing Masyarakat Katolik;

7) Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha;
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8)

Kelompaok Jabatan Fungsional.

b. Tipologi lll-B terdiri dari:

Bagian Tata Usaha;

Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji;
Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Umum;

Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren,
Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pember-
dayaan Mas;jid;

Pembimbing Zakat dan Wakaf;

Pembimbing Masyarakat Kristen;

Pembimbing Masyarakat Katolik;

Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Tipologi lII-C terdiri dari:

1)
2)
)

Bagian Tata Usaha;

Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji;

ﬂammm_ Kependidikan Agama Isiam dan Pemberdayaan
asjid,

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;

Pembimbing Zakat dan Wakaf,

Pembimbing Masyarakat Katolik;

Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah terhadap suatuagama
yang tidak memenuhi syarat untuk dilayani denganjabatanbidang
atau pembimbing pada struktur organisasi Kantor Wilayah Depar-
temen Agama Provinsi dapat dilakukan dengan menunjuk
seorang pejabat fungsional penyuluh agama dari agama yang
bersangkutan sebagai pengadministrasi pelayanan yang dikoordi-
nasikan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha yang diatur lebih [anjut oleh Menteri Agama.
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(6) Tipologi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi sebagaima-
na tersebut dalam lampiran | keputusan ini.

(7) Matrik tipologi dan susunan organisasi setiap Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi sebagaimana tersebut dalam
lampiran il Keputusan ini.

{8) Bagan struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi setiap tipologi sebagaimana tersebut datam lampiran V

Keputusan ini.

(9) Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (6), (7), dan (8) pasal
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau
satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama

Provinsi.
Pasai 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris
kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan
hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi ke-
agamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan;

b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian,
keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan
tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat
beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan
kerumahtanggaan;

10 Ontaker Kanwil & Kandep
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(1)

(2)

evaluasi dan pelfaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan
inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum
dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi
keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan
serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

Subbagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan;

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Inventaris Kekayaan

Negara;

Subbagian Perencanaan, Informasi Keagamaan, Keuangan dan

Inventaris Kekayaan Negara;

Subbagian Organisasi Tatalaksana, dan Kepegawaian;

Subbagian Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara;

Subbagian Hukum, Humas, dan Kerukunan Umat Beragama;

Subbagian Umum dan Informasi Keagamaan:

w:gmmmm: Hukum, Humas, Kerukunan Umat Beragama, dan
mum;

Subbagian Umum.

Pasai 10

Subbagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan mempunyai
tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusun-
an, pengendalian rencana program/anggaran, pengumpuian, pe-
ngolahan, serta penyajian data dan pengembangan sistem
informasi keagamaan.

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan inventaris Kekayaan
Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan
di bidang penyusunan dan pengendalian rencana program/
anggaran, pengumpulan, serta pengelolaan kevangan dan inven-
taris kekayaan negara.
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(3)

(4)

(%)

(6)

{7)

(8)

(9)

Subbagian Perencanaan, Informasi Keagamaan, Keuangan dan
Inventaris Kekayaan Negara mempunyai tugas meiakukan pela-
yanan dan pembinaan di bidang penyusunan dan pengendalian
rencana pregram/anggaran, pengumpulan, pengolahan, penyajian
data dan pengembangan sistem informasi keagamaan, serta pe-
ngelolaan keuangan dan inventaris kekayaan negara.
Subbagian Organisasi, Tatalaksana, dan Kepegawaian mem-
punyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang pe-
nyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tata-
taksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembi-
naan dan pelayanan kepegawaian.

Subbagian Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara mempu-
nyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang pe-
ngelolaan keuangan dan inventaris kekayaan negara.
Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerukunan Umat
Beragama mempunyaitugas melakukan pelayanan dan pembina-
an di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyia-
pan bahan penyelesaian Kasus, hubungan masyarakat, keproto-
kolan, dan pembinaan kerukunan umat beragama.

Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kerukunan Umat
Beragama, dan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan
dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-
undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan ma-
syarakat, keprotokofan, dan pembinaan kerukunan umat ber-
agama serta melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, per-
lengkapan, dan rumah tangga.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan
pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan
dan rumah tangga.

Subbagian Umum dan Informasi Keagamaan mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata
usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pengum-
pulan, pengolahan dan penyajian data, pelayanan dan pengem-
bangan sistem informasi keagamaan.
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Pasal 11

Bidang Urusan Agama Isltam mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi.

a.

oo oo

(1)

(2)

()

penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepeng-
huluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah
sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam;

penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan
agama lslam.

Pasal 13

Bidang Urusan Agama Islam terdiri dari;
Seksi Kepenghuluan:

Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah;
Seksi Produk Halal;

Seksi Bina Ibadah Sosial;

Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam.

Pasal 14

Seksi Kepenghuluan mempunyaitugas melakukan pelayanan dan
bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan pemberdayaan Kantor
Urusan Agama.

Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah mempunyai tugas mela-
kukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan
keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
Seksi Produk Halat mempunyaitugas melakukan pelayanan, bim-
bingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
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(4) SeksiBina Ibadah Sosial mempunyaitugas melakukan pelayanan
dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan
bantuan sosial keagamaan.

{5) Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas
melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang ukhu-
wah Islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas me-
laksanakan pelayanan dan pembinaan di bidang penyelenggaraan haji
dan umrah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan

fungsi:

a. penjabarandanpelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyuluh-
an, bimbingan jemaah dan petugas haji, dokumen dan perjalanan
haji, perbekalan dan akomodasi haji, pembinaan umrah dan ke-
lompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan pasca haiji;

b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyeleng-
garaan haji dan umrah.

Pasal 17

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:
Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah;

Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas Haji;

Seksi Pembinaan KBIH dan Pasca Haiji;

Seksi Dokumen dan Perjalanan Haji,

Seksi Perbekalan dan Akomodasi Haji.

oo o

.
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Pasal 18

(1) Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan haji dan umrah,

(2) SeksiBimbingan Jemaah danPetugas Haji mempunyaitugas me-
lakukan pelayanan dan bimbingan bagi jemaah dan petugas haji.

(3) Seksi Pembinaan KB|H dan Pasca Haji mempunyai tugas mela-
kukan pelayanan di bidang perizinan, akreditasi, dan pembinaan
jemaah KBIH serta pasca haji. .

(4) SeksiDokumendan Perjalanan Hajimempu nyai tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang dokumen dan perjalanan haiji.

(5) SeksiPerbekalan dan Akomodasi haji mempunyai tugas metaku-
kan penyiapan perbekalan dan akomodasi haji.

Pasal 19

Bidang Urusan Agama [slam dan _....m:<m_m:n@m_.mm.5 Haji mempu-
nyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan
agama Islam dan penyelenggaraan haji.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Bidang Urusan Agama Islam dan Penyetenggaraan Haji menye-

lenggarakan fungsi: ) S
a. penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepeng-
huluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, produk halal, kemitraan

umat, serta penyelenggaraan haji dan umrah;
b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan

agama Isfam dan penyelenggaran haji.

Pasal 21

Bidang Urusan Agama Isfam dan Penyelenggaraan Haji terdiri
dari;
a. Seksi Kepenghuluan;
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w.. MM__MM“ memw__.mm%w“ﬁzmm% Mwhm_%wmmﬁﬁm:wﬂm_“ garaan haji serta pengembangan zakat dan wakaf.
d. Seksi Pembinaan Haji; _ Pasal 24
e. mmxm_ Pelayanan Haji dan Umrah:; .
f.  Seksi Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf menyelenggara-
Pasal 22 kan fungsi: ) o
(1) SeksiKepenghuluan mempunyaitugas melakukan pelavanan dan a. penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyulu-
BB p am bid Y u: ya xm_a c a_o y an, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana haji,
C_Hmw::mMMmLm idang nikah, rujuk, dan pemberdayaan Kantor umac_:mmzc_m_ﬂzam@mﬂ_ dan nmﬁmswmmnmwwm_._ Nmm_wwﬁ. %m: émwmn_
y an pelayanan dan bimbingan di bidang penyeleng-
(2) SeksiKeluarga Sakinah dan Ibadah Sosial mempunyaitugas me- b. mmw%%n wmw_ wmnm num:mm_ﬂum:@m: memm dan mem*.m peny g
lakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan ke-
luarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat dhuafa serta pem- Pasal 25
binaan kegiatan sosial keagamaan. .
" an plajonin: bimigan: dan parinaungan Korganen i, g Penyelenagaraan el Zaka,dan Wakaf erdi dar
. : ' : ] exsl u i
Wwa:mm::m _.ﬂmvmamrﬁ hw_w.,_ mm.ﬁmnm prakarsa ukhuwah Islamiyah dan peme- N. Seksi w_wa_:mm: mmg_mmm% dan Luﬂcmmm ;
- an Sarana Ha;ji:
(4) Seksi Pembinaan Haji mempunyai tugas melakukan pelayanan m mw_mmn mﬂ_mm_w%:mmmum Zakat dan %mxmﬁ
dan bimbingan jemaah dan petugas haji, serta pembinaan KBIH e Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;

(%)

(6)

dan pasca haji.

Seksi Pelayanan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan
pelayanan di bidang dokumen dan perjalanan haji, perbekalan
dan akomodasi haji serta pelayanan umrah.

Seksi Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan
pemberdayaan Kantor Urusan Agama serta pelayanan dan bim-
bingan di bidang pengembangan keluarga sakinah, pemberdaya-
an masyarakat dhuafa dan pembinaan kegiatan sosial keagama-
an.

Pasal 23

Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf mempunyai

Pasal 26

Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan haji dan umrah
serta pembinaan KBIH dan Pasca Haji.

Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas mempunyaitugas melaku-
kan pelayanan dan bimbingan bagi jemaah dan petugas haji.
Seksi Perjalanan dan Sarana Haji mempunyai tugas mefakukan
pelayanan di bidang dokumen dan perjalanan haji, perbekalan
dan akomodasi serta perizinan, akreditasi. .

Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaku-
kan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembanganlembaga
zakat dan wakaf.

tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyeleng-
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(5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas mela-
kukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan dan pen-
dayagunaan zakat dan wakaf.

Pasal 27

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haiji
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang
urusan agama islam, pengembangan zakat dan wakat, serta penye-
lenggaraan haji.

Pasal 28

Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

27, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji

menyelenggarakan fungsi:

a. penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang ke-
penghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, produk halai, ke-
mitraan umat, pengembangan zakat dan wakaf, serta penyeleng-
garaan haji dan umrah.

b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan
agama islam, pengembangan zakat dan wakaf, serta penyeleng-
garaan haji.

Pasal 29

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
terdirt dari:
a. Seksi Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah;
Seksi Produk Halal dan Kemitraan Umat;
Seksi Pengembangan Zakat dan Wakaf:

b.
C.
d. Seksi Penyelenggaraan Haji,
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Pasal 30

(1) Seksi Kepenghuluan dan Keluarga Sakinah mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk,
pemberdayaan Kantor Urusan Agama, pengembangan keluarga
sakinah dan pemberdayaan masyarakat dhuafa serta pembinaan
kegiatan sosial keagamaan.

Seksi Produk Halal dan Kemitraan Umat mempunyai tugas mela-
kukan pelayanan, bimbingan, dan perlindungan konsumen di
bidang produk halal, serta prakarsa ukhuwah Istamiyah dan pe-
mecahan permasalahan umat.

Seksi Pengembangan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas mela-
kukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan iemba-
ga zakat dan wakaf serta pemberdayaan zakat dan wakaf.

Seksi Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas melakukan pela-
yanan dan bimbingan di bidang penyuluhan haji dan umrah,
Jemaah dan petugas, pembinaan KBIH dan pasca haiji, dokumren
dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji, serta pela-
yanan umrah.

()

(3)

(4)

Pasal 31

Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di
bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan
agama Istam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31, Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Istam pada Sekolah

Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penjabaran kebijakan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan
kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta su-
pervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan
agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa:
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b.

penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan
di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah,
dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah ting-
kat atas serta sekolah luar biasa.

Pasal 33
Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Umum terdiri dari:

"0 OO0 U

(1)

(2)

(3)

Seksi Kurikulum;

Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan;

Seksi Sarana;

Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
Seksi Supervisi dan Evaluasi Pendidikan;
Seksi Ketenagaan, Kesiswaan,dan Sarana..

Pasal 34

Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan penjabaran kebi-
jakan di bidang kurikulum pada madrasah, dan pendidikan agama
islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melaku-
kan pelayanan dan bimbingan teknis kurikulum pada madrasah
aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.
Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan
penjabaran kebijakan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada
madrasah, dan pendidikan agama islam pada sekolah umum
serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbing-
an teknis di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah
aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah iuar biasa.
Seksi Sarana mempunyaitugas melakukan penjabaran kebijakan
di bidang sarana pendidikan pada madrasah, dan pendidikan
agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan
melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang sarana
pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan
sekolah luar biasa
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(4) Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas

(6)

metlakukan penjabaran kebijakan di bidang kelembagaan dan
ketatalaksanaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam
pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan
pelayanan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan
ketatalaksanaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah
tingkat atas dan sekolah luar biasa

Seksi Supervisi dan Evaluasi Pendidikan mempunyai fugas mela-
kukan penjabaran kebijakan di bidang supervisi dan evaluasi
pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada
sekolah umum serta sekolah luar biasa, .dan melakukan pelayan-
an dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan ketatalaksa-
naan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan
sekolah luar biasa

Seksi Ketenagaan, Kesiswaan, dan Sarana mempunyai tugas
melakukan penjabaran dan kebijakan di bidang ketenagaan dan
kesiswaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada
sekolah umum, serta sekolah luar biasa, pelayanan di bidang
sarana, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis dibidang
ketenagaan, kesiswaan dan sarana pada madrasah aliyah,
sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa

Pasal 35

Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mem-

punyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pen-
didikan keagamaan dan pondok pesantren.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddlam Pasal

36, Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren menye-

a.

. lenggarakan fungsi:

penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidik-
an keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan
dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan
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{2)

(3)

potensi santri, dan pelayanan pondck pesantren pada masyara-
kat;

penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan
keagamaan dan pondok pesantren.

Pasal 37
Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren terdiri

Seksi Pendidikan Keagamaan;

Seksi Pendidikan Salafiyah;

Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi
Pondok Pesantren:

Seksi Pengembangan Santri;

seksi Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat.

Pasal 38

Seksi Pendidikan Keagamaan mempunyaitugas melakukan pela-
yanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sara-
na, supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah diniyah.
Seksi Pendidikan Salafiyah mempunyai tugas melakukan pela-
yanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sara-
na, supervisi dan evaluasi pendidikan wajib belajar pada pondok
pesantren salafiyah,

Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi
Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan
bimbingan kerjasama kelembagaan dan potensi pondok pesan-
tren di bidang pendidikan dan fimu pengetahuan dan teknologi,
Keagamaan, ekonomi, dan sosial budaya.

Seksi Pengembangan Santri mempunyai tugas melakukan pela-
yanan danbimbingan di bidang kegiatan dan kesejahteraan santri
serta organisasi alumni.

Seksi Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat mempunyai
tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pelayanan
taklim, ubudiyah, dan muamalah.
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Pasal 39

Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pember-

dayaan Masjid mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bim-
bingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada ma-
syarakat dan pemberdayaan masjid.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39, Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberda-
yaan Masjid menyelenggarakan fungsi:

a.

penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidik-
an al-Quran dan musabagah tilawatil Quran, penyuluhan dan
lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah, dan
hari besar Islam serta pemberdayaan masjid;

penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di
bidang pendidikan agama Islam pada masyarakatdan pemberda-
yaan masjid.

Pasal 41

Bidang Pendidikan Agama islam pada Masyarakat dan Pember-

dayaan Masjid terdiri dari:

oo ow

Seksi Pendidikan al-Quran dan Musabaqoh Tilawatil Quran;
Seksi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah:

Seksi Siaran dan Tamaddun:

Seksi Publikasi Dakwah dan Hari Besar lslam:

Seksi Pemberdayaan Masijid.

Pasal 42

Seksi Pendidikan al-Quran dan Musabagoh Tilawatil Quran
mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang
pengembangan pendidikan al-Quran, musabagah tilawatil Quran,
dan pembinaan sarana.
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(2) SeksiPenyuluhandan Lembaga Dakwah mempunyaitugas meta-
kukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketenagaan, bina
sarana, materi dan metode pada lembaga dakwah.

(3) Seksi Siaran dan Tamaddun mempunyai tugas melakukan pela-
yanan dan bimbingan di bidang siaran agama, seni keagamaan,
dan musium keagamaan.

(4) Seksi Publikasi Dakwah dan Hari Besar Istam mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang naskah dan
rekaman, hari besar lslam, kitab dan pustaka keagamaan.

(5) SBeksi Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas melakukan pela-
yanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan fungsi dan
manajemen masjid.

Pasal 43

Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan
Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid mempunyai
{ugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan
keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama lIslam pada
masyarakat, dan pemberdayaan masjid.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43, Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan

Agama lislam pada Masyarakat, dan Pemberdayaan Masjid

menyelenggarakan fungsi:

a. penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidik-
andiniyah, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pe-
ngembangan pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada
masyarakat, dan pemberdayaan masjid;

b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan
keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada
masyarakat, dan pemberdayaan mas;jid.
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Pasal 45

Bidang Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan
Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masijid terdiri dari:
a. Seksi Pendidikan Keagamaan dan Salafiyah;

Seksi Pengembangan Potensi Pondok Pesantren;
Seksi Pendidikan al-Quran dan Pemberdayaan Masjid;
Seksi Penyuluhan dan Publikasi Dakwabh;

Seksi Siaran dan Tamaddun.

Seksi Penyuluhan dan Tamaddun.

Pasal 46

mooo T

(1) Seksi Pendidikan Keagamaan dan Salafiyah mempunyai tugas
mefakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan dini-
<mw dan pendidikan wajib belajar pada pondok pesantren salafi-

. yan.

(2) Seksi Pengembangan Potensi Pondok Pesantren mempunyai
tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kerjasama
kelembagaan, dan pengembangan potensi pondok pesantren,

~santri dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

(3) Seksi Pendidikan al-Quran dan Pemberdayaan Masjid mempu-

- nyai tugas melakukan petayanan dan bimbingan di bidang pendi-
dikan al-Quran, pengembangan musabagah tilawatil Quran, lem-
baga pendidikan titawatil Quran, pemberdayaan fungsi, dan ma-
najemen masjid.

“(4) SeksiPenyuluhan dan Publikasi Dakwah mempunyaitugas mela-

kukan pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan agama
Islam, pengembangan lembaga dakwah, publikasi dakwah, dan
peringatan hari besar Islam.

¢ (5) Seksi Siaran dan Tamaddun mempunyai tugas melakukan pela-

yanan dan bimbingan di bidang siaran agama,seni keagamaan
dan museum keagamaan.

Seksi Penyuluhan dan Tamaddun mempunyai tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan dibidang penyuluhan agama iIslam, pe-
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ngembangan lembaga dakwah, publikasi dakwah, peringatan hari
besar Istam, siaran agama,seni keagamaan, dan :mcmamz xmmmm%

maan,

Pasal 47

Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberda aan Masjid
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan EBU_:@M: di cam“ﬁ
penyelenggaraan pendidikan agama Isiam pada masyarakat dan pem-

berdayaan masjid.

Pasal 48

_ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47, Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid

menyelenggarakan fun

a. penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pen-

gsi:

didikan pada madrasah, pendidikan agama Islam pada sekoiah

umum, dan seko!
pondok pesantren,

ah Em.ﬁ biasa, pendidikan keagamaan dan
pendidikan agama Islam pada masyarakat dan

pemberdayaan masjid;

D.  penyiapanbahanp

elayanan dan bimbingan dibidang kependidik-

an agama Islam dan pemberdayaan masjid.

Pasal 49

Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid

terdiri dari:

m. Seksi Madrasah:

cC.

d.

e. Seksi Pemberdayaan Masijid;
f.  SeksiPendidikan A

yaan Masjid.
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Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum:
Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok _ummm::m?
Seksi Pendidikan Agama Isiam pada Masyarakat;

gama Islam pada Masyarakat dan Pemberda-

()

(2)

(3)

@

-

Pasal 50

Seksi Madrasah mempunyai tugas melakukan penjabaran kebi-
jakan di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana,
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaiuasi
pendidikan pada madrasah, dan melakukan pelayanan dan
bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan pada madrasah

aliyah;

Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum
mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang
pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar
hiasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis
penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah tingkat
atas dan sekolah luar biasa;

Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mempu-
nyai tugas melakukan penjabaran kebijakan dan pzlayanan di
bidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama
kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantien,
pengembangan santri, dan pondok pesantren pada masyarakat;

Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakal mempunyai
tugas melakukan penjabaran kebijakan dan pelayanan dibidang
penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun,
publikasi dakwah, dan hari besar Islam;

Seksi Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas mejakukan pen-
jabaran kehijakan dan pelayanan di bidang pendidikan al-Qur'an
dan musabagah tilawatil Qur'an, dan pemberdayaan, fungsi dan
manajemen masjid;

Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pember-
dayaan Masjid mempunyai tugas melakukan penjabaran
kebijakan dan pelayanan di bidang pendidikan al-Quran dan
musabaqoh tilawatil quran, penyuluhan dan lembaga dakwah,
siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar Islam
serta pemberdayaan masjid.
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Pasal 51

Bidang Urusan Agama Kristen mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Kristen.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51, Bidang Urusan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi:

a. penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan
agama Kristen meliputi lembaga keagamaan, penyuluhan tenaga
teknis keagamaan, dan pembinaan pelayanan dan keesaan
gereja serta seni keagamaan Kristen;

b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan

agama Kristen.
Pasal 53

Bidang Urusan Agama Kristen terdiri dari:

Seksi Lembaga dan Sarana Agama Kristen:

Seksi Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan:
Seksi Pembinaan Pelayanan dan Keesaan Gereja;
Seksi Pembinaan Seni Keagamaan Kristen.

Pasal 54

coow

(1) Seksi Lembaga dan Sarana Agama Kristen mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang lembaga dan
sarana agama Kristen.

(2) Seksi Penyvuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai
tugas melakukan pelayanandan bimbingan di bidang penyuluhan
dan tenaga teknis keagamaan Kristen.

(3) Seksi Pembinaan Pelayanan dan Keesaan Gereja mempunyai
tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pembinaan
pelayanan dan keesaan Gereja.
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a
b,
G,
d

(4) Seksi Pembinaan Seni Keagamaan Kristen mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang seni keagamaan
Kristen.

Pasal 55

Bidang Pendidikan Agama Kristen mempunyai tugas melaksana-
kan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Kristen.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55, Bidang Pendidikan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi:
a. penjabarandan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidik-
an agama Kristen yang meliputi pengajaran, penyelenggaraan
pendidikan, tenaga kependidikan, lembaga, dan sarana pendidik-
m_)_“ . - §UEw
b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan
agama Kristen.

Pasal 57

Bidang Pendidikan Agama Kristen terdiri dari:
Seksi Pengajaran Agama Kristen;

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan;

Seksi Lembaga dan Sarana Pendidikan:
Seksi Tenaga Kependidikan.

Pasal 58

Seksi Pengajaran Agama Kristen mempunyai tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang pengajaran agama Kristen.
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan mempunyaitugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan
agama Kristen.
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(3) Seksi Lembaga dan Sarana Pendidikan Agama Kristen mem-
punyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang
lembaga dan sarana pendidikan agama Kristen.

(4) Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan pela-
yanan dan bimbingan di bidang tenaga kependidikan agama

Kristen.
Pasal 59

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksa-
nakan pelayanan dan bimbingan di bidang masyarakat Kristen.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:
a. penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bimbing-
an masyarakat Kristen meliputi lembaga dan sarana agama, pe-
nyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, pendidikan agama
Kristen, supervisi pendidikan, dan pelayanan keesaan gereja;
b. penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dibidang bimbingan
masyarakat Kristen.

Pasal 61

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri dari:
Seksi Lembaga dan Sarana Agama Kristen;

Seksi Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan;
Seksi Pembinaan Pelayanan dan Keesaan Gereja;
Seksi Pendidikan Agama Kristen;

Seksi Supervisi Pendidikan.

Pasal 62

®Paoow

(1) Seksi Lembaga dan Sarana Agama Kristen mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang lembaga dan
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sarana keagamaan Kristen.

(2) Seksi Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan mempunyaij
tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan
dan tenaga teknis keagamaan serta seni keagamaan Kristen.

(3) Seksi Pembinaan Pelayanan dan Keesaan Gereja mempunyaij
tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang pembinaan
pelayanan dan keesaan gereja.

(4) Seksi Pendidikan Agama Kristen mempunyai tugas melakukan
pelayanan dan bimbingan di bidang agama Kristen.

(5) Seksi Supervisi Pendidikan mempunyai tugas melakukan pela-
yanandan bimbingan di bidang supervisidan evaluasi pendidikan
agama Kristen.

Pasal 63
Bidang Urusan Agama Katolik mempunyaitugas melakukan pela-
yanan dan bimbingan di bidang lembaga keagamaan, um:<c_w:m:
tenaga teknis keagamaan, dan pembinaan pelayanan dan sarana
urusan agama.
Pasal 63 A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

____.mm‘ Bidang Urusan Agama Katolik menyelenggarakan fungsi:
o penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan

agama Katolik yang meliputi lembaga keagamaan, penyuluhan
tenaga teknis keagamaan, dan pelayanan keagamaan Katolik:
penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan
agama Katolik.

Pasal 63 B
Bidang Urusan Agama Katolik terdiri dari:
Seksi Lembaga Keagamaan Katolik;
Seksi Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan Katolik:
Seksi Pembinaan Sarana Keagamaan Katolik:
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